
5. Undang-Undang ...

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 ten tang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 320 ayat
(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk
Peraturan Daerah ten tang Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020;

BUPATILOMBOKBARAT,

DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA

Mengingat

Menimbang

PERTANGGUNGJAWABANPELAKSANAANANGGARANPENDAPATAN
DANBELANJADAERAHTAHUNANGGARAN2020

TENTANG

PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT

NOMOR2 TAHUN2021

BUPATILOMBOKBARAT
PROVINSINUSATENGGARABARAT
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14. Peraturan ...

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaandan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor4421);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor4438);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (LembaranNegaraRepublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5049);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang­
Undang Nomor9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
NegaraRepublik Indonesia Nomor5679);

11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta
Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6573)

12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Tepublik
Indonesia Nomor4028);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (LembaranNegaraRepublik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
RepublikIndonesia Nomor4575);
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a. laporan ...

Pasal1

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah berupa laporan keuangan memuat:

Menetapkan: PERATURANDAERAHTENTANGPERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAANANGGARANPENDAPATANDAN BELANJA
DAERAHTAHUNANGGARAN2020.

MEMUTUSKAN:

BUPATILOMBOKBARAT

dan

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT

Dengan Persetujuan Bersama,

23. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang
Pengadaan Barang/iJasa Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12Tahun
2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor
16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Uasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor63);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Penggelolaan Barang Milik Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor
547);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 1781);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 5
Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat
Tahun 2007 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten LombokBarat Nomor 83);

27. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 13
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah
Kabupaten LombokBarat Tahun 2019 Nomor 13);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Barat Nomor 3
Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran
Daerah Kabupaten LombokBarat Tahun 2020 Nomor3);
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PasaI5 ...

b. sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran Rp 10.527.829.086221

Rp 10. 527.829.086,21
c. 1. koreksi kesalahan pembukuan

tahun sebelumnya Rp 0,00
2. lain-lain Rp 0200

Rp 0,00
d. saldo anggaran lebih akhir Rp 10.527.829.086,21

Pasal4

Laporan perubahan saldo anggaran lebih sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b per 31 Desember
Tahun 2020 sebagai berikut:
a. 1. saldo anggaran Iebih awal Rp 26.102.252.428,29

2. penggunaan SALsebagai
penerimaan pembiayaan
tahun berjalan Rp 26.102.252.428,29

Rp 0,00

Rp 126.321.974.689,29
Rp 106.670.612.180,29
Rp 19.651.362.509,00

2. realisasi
selisih lebih / (kurang)

f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto
sejumlah Rp19.651.362.509,00 dengan rincian sebagai
berikut:
1. anggaran pembiayaan

netto perubahan

Rp 43.292.334.195,00
Rp (28.212.056.456,00)

2. realisasi
selisih lebihj (kurang)

e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan
sejumiah Rp(28.212.056.456,00) dengan rincian sebagai
berikut:
1. anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah perubahan Rp 15.080.277.739,00

Rp 149.962.946.375,29
Rp (8.580.962.336,00)

2. realisasi
selisih Iebih / (kurang)

d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan
sejumiah Rp(8.580.962.336,00) dengan rincian sebagai
berikut:
1. anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp 141.402.252.428,29

Rp (126.321.974.689,29)
Rp (96.142.783.094,08)
Rp (30.179.191.595,21)

1. surplus/ defisit setelah
perubahan

2. realisasi
selisih Iebih / (kurang)
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b. arus ...

Rp 26.654.752.802,29

Pasa18

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31
Desember2020 sebagaiberikut:
a. saldokas awal per 1Januari

tahun 2020

Rp1.601.177.951.304,74
Rp 8.435.762.537,61
Rp 38.879.727.142,00
Rp1.648.493.440.984,35

Rp 116.380.264.574,00
Rp 0,00
Rp 0,00
Rp1.721.991.846.639,61

Rpl.374.654.959.416,002. pendapatan transfer-LO
3. lain-lain pendapatan daerah

yang sah-LO
4. surplus non operasional-LO
5. pendapatan luar biasa-LO
jumlah

b. beban
1. beban operasi dan transfer
2. defisitnon operasional
3. beban luar biasa
jumlah

Uraian laporan operasional sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 sebagai berikut:

a. pendapatan - LO
1. pendapatan asli daerah-LO Rp 230.956.622.649,61

Rp (8.435.762.537,61)
Rp (38.879.727.142,00)
Rp 73.498.405.655,26

Rp1.601.177.951.304,74

Pasal7

b. beban
c. defisitdari kegiatan non

operasionallainnya - LO
d. pos luar biasa
surplus/ defisit- LO

Pasa16

Laporan operasional anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 1 ayat (1)huruf d untuk tahun anggaran 2020 sebagai
berikut:
a. pendapatan - LO Rp1.721.991.846.639,61

Pasal5

Neracasebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1)huruf c
per 31 DesemberTahun 2020 sebagai berikut:
a. jumah aset Rp2.856.156.216.840,98
b. jumlah kewajiban Rp 143.843.949.198,53
c. jumlah ekuitas Rp2.712.312.267.642,45
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LEMBARANDAERAHKABUPATENLOMBOKBARATTAHUN2021 NOMOR 2

NOREG PERATURANDAERAHKABUPATENLOMBOKBARAT,PROVINSINUSA
TENGGARABARAT:23 TAHUN2021

H. BAEHAQI

SEKRET
tKABUPAT

__--.-i"~-__, - '- 7

Diundangkan di Gerung
pada tangga15 Agus 20

ALID1H. FAUZAN

Ditetapkan di Gerung
pada tanggal 5 Agustus 2021

.<f BUPATI WMBOK BARAT'~.'

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Barat.

Pasal14

Peraturan Daerah mi mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Pasal13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggung­
jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagai rincian dari pertanggungjawaban pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan
Peraturan Bupati.
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